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 Teori akuntansi sektor publik terus berkembang seiring dengan 
perubahan kebijakan, aturan, dan kemajuan teknologi. Di era digital, 
akuntansi sektor publik menghadapi tantangan dan peluang baru, 
terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi laporan 
keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana teori 
akuntansi sektor publik berkembang dari waktu ke waktu, 
mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya, serta mengkaji 
tantangan di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif, di mana data diperoleh 
melalui studi literatur dan wawancara dengan akademisi serta praktisi di 
bidang ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori akuntansi sektor 
publik telah berkembang dari sistem yang hanya berfokus pada 
kepatuhan menjadi lebih transparan dan berbasis kinerja. Digitalisasi 
membantu meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan, tetapi masih 
ada hambatan seperti keterbatasan aturan, kesiapan tenaga kerja, dan 
infrastruktur teknologi yang belum merata. Kesimpulannya, teori 
akuntansi sektor publik harus terus beradaptasi dengan perubahan 
zaman, terutama dalam menghadapi tantangan digital. Oleh karena itu, 
diperlukan kebijakan yang lebih responsif, investasi dalam teknologi, 
dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar sistem akuntansi 
sektor publik dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. 
 

ABSTARCT 

Public sector accounting theory continues to evolve along with changes 
in policies, regulations, and technological advancements. In the digital 
era, public sector accounting faces new challenges and opportunities, 
particularly in terms of transparency, accountability, and financial 
reporting efficiency. This study aims to examine how public sector 
accounting theory has developed over time, identify the factors 
influencing its evolution, and explore the challenges in the digital era. 
The research employs a qualitative method with a descriptive and 
exploratory approach, where data is obtained through literature studies 
and interviews with academics and practitioners in the field. The findings 
indicate that public sector accounting theory has shifted from a 
compliance-based approach to a more transparent and performance-
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based system. Digitalization has helped improve financial reporting 
efficiency, but challenges remain, such as regulatory limitations, 
workforce readiness, and uneven technological infrastructure. In 
conclusion, public sector accounting theory must continue to adapt to 
changing times, especially in addressing digital challenges. Therefore, 
more responsive policies, investment in technology, and workforce 
capacity development are needed to ensure a more effective and 
accountable public sector accounting system. 
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Latar Belakang 
  

Akuntansi sektor publik memiliki peranan krusial dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, 
terutama dalam upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah prinsip yang 
memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, 
meliputi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015). Di 
sisi lain, akuntabilitas publik dapat dipahami sebagai kewajiban dari pemegang amanah untuk menyajikan, 
melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah, yang memiliki hak dan wewenang untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2021). Dalam konteks tata kelola pemerintahan, 
akuntansi sektor publik berfungsi mendukung pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat 
(Martadinata, 2024). Perkembangan akuntansi sektor publik umumnya dihubungkan dengan pengelolaan 
dana publik yang mencerminkan mekanisme pencatatan dan evaluasi keuangan baik pada organisasi 
pemerintah maupun dalam kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Di Indonesia, praktik akuntansi sektor 
publik diterapkan di berbagai lembaga, termasuk pemerintah pusat, badan layanan publik, pemerintah daerah, 
serta lembaga pelayanan masyarakat lainnya (Costari dan Belinda, 2021). 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan instansi pemerintah. SAP berperan 
penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun secara konsisten dan sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas dan kegunaan informasi keuangan yang dihasilkan dapat 
memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. SAP bertujuan untuk menerapkan akuntansi berbasis 
akrual dan sangat penting dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan, seperti 
APBN/APBD. APBN/APBD mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas 
laporan keuangan.  

Penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi 
berdasarkan waktu terjadinya, bukan hanya saat kas diterima atau dikeluarkan, sehingga memberikan 
gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan suatu entitas. Dengan adanya transparansi, organisasi 
sektor publik dapat mengurangi risiko penyimpangan keuangan, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Selain itu, sistem ini juga mendukung pelaporan yang lebih akurat bagi para pemangku 
kepentingan untuk memastikan penggunaan dana publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sabili 
et al. , 2023). 

Meski demikian, implementasi akuntansi berbasis akrual di Indonesia masih menghadapi berbagai 
tantangan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam 
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sistem ini (Hernita et al. , 2021). Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai daerah juga 
menjadi hambatan dalam penerapan sistem akuntansi yang lebih modern dan terintegrasi. Penelitian oleh 
Thuan et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan sistem 
informasi akuntansi yang terintegrasi merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan untuk 
mempercepat adopsi akuntansi berbasis akrual di sektor public. 

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep teoritis akuntansi sektor publik, menjelaskan prinsip-prinsip 
pelaporan keuangan, serta menganalisis perkembangan standar akuntansi dan audit di tingkat nasional 
maupun internasional. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai 
tantangan dan peluang dalam penerapan akuntansi sektor publik, serta memberikan rekomendasi untuk 
meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. 

Metode Penelitian 
 

Penulis mengadopsi metode pendekatan kualitatif dengan menerapkan kajian pustaka 
dalam pelaksanaan penelitian. Secara umum, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 
yang dirancang untuk merumuskan permasalahan dan kemudian melakukan eksplorasi mendalam 
melalui berbagai teknik seperti pengamatan, pencatatan, wawancara, serta keterlibatan aktif dalam 
proses penelitian, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola, mengembangkan deskripsi, dan 
menyusun indikator-indikator yang relevan. Kajian pustaka diartikan sebagai suatu kegiatan 
analisis yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi, ringkasan, dan evaluasi kritis mengenai 
suatu topik berdasarkan teori atau hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Selain itu, kajian 
pustaka juga berfungsi untuk mengidentifikasi, menantang, dan mengembangkan landasan 
teori dalam konteks tinjauan literatur (Kraus et al. , 2022). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif 
dengan metode kajian pustaka diterapkan melalui pemanfaatan sumber data sekunder, yang 
mencakup buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. 

 
Hasil dan Pembahasan 
 
Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Akuntansi Sektor Publik 

Perkembangan teori akuntansi sektor publik dari sisi aturan dan kebijakan sangat penting 
untuk memahami bagaimana akuntansi digunakan dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan 
negara. Akuntansi sektor publik berperan sebagai dasar bagi perekonomian negara karena 
menyediakan informasi keuangan yang penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dan 
meningkatkan pengelolaan keuangan publik. Banyak faktor yang memengaruhi pembentukan 
sistem akuntansi sektor publik, seperti bentuk pemerintahan, ketersediaan sumber daya, dan situasi 
politik. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas agar laporan keuangan dapat disusun dengan 
baik dan sesuai standar (Indrayani, 2024). 

Regulasi dan standar akuntansi sektor publik di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat. 
Salah satu faktor penting adalah peran Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntansi Sektor 
Publik (IAI-KASP) dalam merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP). Tujuan 
utama regulasi ini adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan 
dengan baik, terutama sejak era reformasi. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik mencakup 
berbagai elemen penting, seperti perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, 
pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, hingga pertanggungjawaban organisasi 
sektor publik (Annisa Handayani et al., 2024). 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berfungsi sebagai pedoman utama bagi entitas publik 
dalam menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SAP 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang berlaku untuk entitas pemerintah baik 
di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, penerapan akuntansi berbasis akrual telah menjadi tren 
di sektor publik karena dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi keuangan. 
Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 
pengelolaan sektor publik (Suprianto et al., 2024). 
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Menggunakan metode akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan sekarang lebih 
rumit dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kerja yang benar-benar 
mengerti prinsip akuntansi. Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada kemampuan 
sumber daya manusia. Pengetahuan pegawai pemerintah, terutama yang bekerja di bidang 
akuntansi, tentang akuntansi berbasis akrual akan mempengaruhi cara mereka menyusun laporan 
keuangan(Hartono & Ramdany, 2020). 

Selain tenaga kerja, ada tantangan lain dalam menerapkan akuntansi sektor publik, seperti 
penolakan terhadap perubahan. Beberapa tantangan lainnya adalah menjaga kejujuran, 
keseragaman, kemudahan perbandingan, ketepatan waktu, efisiensi dalam penyajian laporan, serta 
menentukan informasi yang benar-benar penting. Meskipun akuntansi sektor publik sudah 
berkembang, masih banyak yang perlu diperbaiki agar laporan keuangan lebih transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. 

Akuntansi sektor publik telah mengalami perubahan besar seiring waktu, dipengaruhi oleh 
reformasi pemerintahan, otonomi daerah, dan penerapan konsep New Public Management (NPM). 
Perubahan ini menggeser sistem akuntansi dari yang tradisional menjadi lebih modern dan 
informatif, sesuai dengan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas. Dengan NPM, 
fokus utama adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas berbasis hasil, dengan 
mengadopsi cara kerja sektor swasta untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. . 

Reformasi dalam pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dari perubahan ini, 
mencakup aspek seperti manajemen berbasis pasar, penganggaran, pengelolaan kinerja, pelaporan 
keuangan pemerintah, dan audit sektor publik. Akuntansi kini berperan sebagai pendorong 
perubahan untuk membuat sistem lebih efektif dan efisien, didukung oleh aturan dan standar 
akuntansi yang kuat. Perubahan ini juga menunjukkan pergeseran menuju organisasi yang lebih 
fleksibel sebagai respons terhadap ekonomi yang lebih terbuka dan meningkatnya kebutuhan akan 
transparansi dalam laporan keuangan kepada masyarakat. 
 
Dampak Digitalisasi terhadap Akuntansi Sektor Publik 

Studi kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu akuntansi 
sektor publik menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi bertujuan untuk 
mengubah cara kerja pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Teknologi dapat 
membuat pengelolaan keuangan lebih efisien, seperti dalam penyusunan anggaran, pemantauan 
pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Dengan otomatisasi dan sistem yang terintegrasi, proses 
pelaporan menjadi lebih cepat, mengurangi kesalahan manusia, dan menghasilkan informasi yang 
lebih akurat. Selain itu, teknologi memungkinkan pemerintah menganalisis data keuangan dan non-
keuangan dengan lebih baik, sehingga pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan menjadi 
lebih efektif. Penggunaan kecerdasan buatan dan analitik data juga membantu membuat laporan 
keuangan lebih akurat dan mempercepat penyampaian informasi. 

Akuntansi digital membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 
pemerintahan. Dengan pencatatan otomatis dan real-time, setiap transaksi dapat dipantau dengan 
lebih mudah. Hal ini membuat masyarakat dan pemangku kepentingan lebih percaya terhadap 
pengelolaan keuangan negara. Selain itu, teknologi Big Data juga digunakan dalam proses audit di 
kantor akuntan publik. Sebagian besar responden merasakan manfaatnya, seperti peningkatan 
kualitas audit (78%), efisiensi kerja (79%), dan kemampuan dalam menilai risiko (85%). Secara 
keseluruhan, penggunaan teknologi informasi dan sistem akuntansi berbasis digital memiliki 
dampak besar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. 

Transformasi digital dilakukan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan 
pendapatan daerah, dan memenuhi harapan masyarakat akan transparansi serta akuntabilitas. 
Sebagai contoh, pada tahun 2023, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa lebih dari setengah 
kabupaten/kota di Indonesia (sekitar 380 daerah) memiliki kapasitas fiskal yang rendah atau sangat 
rendah. Melalui digitalisasi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan layanan publik dan 
meningkatkan pendapatan daerah dengan lebih efektif. 
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Digitalisasi dalam akuntansi sektor publik membantu membuat pengelolaan keuangan lebih 
transparan dan akuntabel. Dengan pencatatan otomatis dan real-time, setiap transaksi bisa dipantau 
dengan mudah. Sistem digital juga mengurangi proses birokrasi yang rumit, mempermudah akses 
layanan, dan mempercepat transaksi. Laporan keuangan yang dibuat secara otomatis memberikan 
gambaran yang lebih jelas tentang kondisi keuangan. Pemerintah dapat menganalisis data 
keuangan dan non-keuangan dengan lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan dan 
perencanaan kebijakan. Teknologi ini juga mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan akurasi 
informasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. 
Selain itu, digitalisasi memungkinkan pelaporan dan pemantauan layanan publik secara real-time, 
sehingga pemerintah bisa lebih cepat merespons keluhan atau masalah yang muncul. 
 
Tantangan dan Hambatan dalam Pengembangan Teori Akuntansi Sektor Publik di Era Digital 

Perkembangan teori akuntansi sektor publik di era digital menghadapi berbagai tantangan. 
Salah satu masalah utama adalah kurangnya keterampilan teknologi di kalangan pegawai 
pemerintah. Banyak dari mereka belum terbiasa menggunakan sistem akuntansi digital, sehingga 
diperlukan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa pelatihan yang cukup, penggunaan 
teknologi bisa terhambat, membuat upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam akuntansi 
sektor publik menjadi sulit tercapai. 

Selain itu, menghubungkan sistem baru dengan yang lama juga menjadi tantangan. Saat 
pemerintah mulai menggunakan teknologi akuntansi digital, sering kali sistem baru tidak cocok 
dengan yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya, data bisa tidak sinkron, dan pertukaran informasi 
antar departemen menjadi sulit, sehingga kerja sama dan efisiensi terganggu. Keamanan data juga 
sangat penting. Semakin banyak teknologi digital digunakan, semakin besar pula risiko serangan 
siber. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa data keuangan yang sensitif terlindungi 
dengan baik agar tidak bocor atau disalahgunakan. 

Kerumitan regulasi juga menjadi tantangan dalam mengembangkan teori akuntansi sektor 
publik di era digital. Pemerintah terikat oleh berbagai aturan dan pedoman terkait akuntansi serta 
pelaporan keuangan. Menyesuaikan sistem akuntansi digital agar sesuai dengan semua regulasi 
yang berlaku menjadi tugas yang sulit, terutama karena perkembangan teknologi sering kali lebih 
cepat dibandingkan perubahan regulasi. Selain itu, penolakan terhadap perubahan dalam budaya 
organisasi dapat menghambat penerapan teknologi baru. Banyak pegawai merasa lebih nyaman 
dengan metode kerja lama dan enggan beradaptasi dengan sistem yang lebih modern. Oleh karena 
itu, peran pemimpin sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan 
dan mendorong inovasi dalam pengelolaan akuntansi sektor publik.  

Untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan teori akuntansi sektor publik di era digital, 
langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keterampilan pegawai melalui program 
pelatihan. Pelatihan ini harus mencakup pemanfaatan teknologi terbaru, sistem akuntansi digital, 
serta kemampuan dalam menganalisis data. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, 
pegawai akan lebih mampu mengoperasikan sistem digital secara lebih efektif dan efisien. Selain 
itu, upaya integrasi sistem juga harus menjadi perhatian utama. Standarisasi data dan penerapan 
teknologi yang mendukung integrasi dapat memastikan bahwa sistem akuntansi digital dapat 
bekerja secara selaras dengan sistem yang sudah ada. Dengan demikian, pertukaran informasi 
antar departemen menjadi lebih lancar, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dalam 
pengelolaan keuangan sektor publik. 

Keamanan data sangat penting dalam akuntansi sektor publik. Untuk melindungi data penting 
dari serangan siber, pemerintah perlu mengembangkan sistem keamanan yang kuat, menerapkan 
aturan ketat dalam menjaga data, dan rutin melakukan pemeriksaan keamanan. Selain itu, 
perangkat lunak yang digunakan harus selalu diperbarui agar tetap sesuai dengan aturan terbaru. 
Dengan langkah-langkah ini, sistem akuntansi digital dapat tetap aman dan memenuhi standar serta 
regulasi yang berlaku. 

Terakhir, penting untuk membangun budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan agar 
inovasi tidak ditolak. Pemimpin harus menciptakan lingkungan yang mendorong penggunaan 
teknologi baru dengan menjelaskan manfaat digitalisasi secara jelas. Jika pegawai merasa didukung 
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dan mendapatkan pemahaman yang baik, mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan sistem 
baru. Dengan cara ini, sektor publik bisa menghadapi tantangan era digital sekaligus meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. 
 

Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil pembahasan, pengembangan teori akuntansi sektor publik semakin penting 

untuk memenuhi tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. 
Mengadopsi teori akuntansi dari sektor swasta tidak selalu sesuai dengan karakteristik sektor publik, 
yang lebih berfokus pada pelayanan masyarakat dan memiliki sumber pendanaan yang bervariasi. 
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoritis yang lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan 
organisasi dalam sektor publik. 

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual, seperti IPSAS dan SAP, berpotensi mampu 
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik. Meski begitu pelaksanaannya masih 
menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan tenaga ahli, infrastruktur teknologi yang 
belum optimal, serta perlunya integrasi aspek sosial dan lingkungan dalam pelaporan keuangan. 
Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi yang mencakup penelitian empiris, kolaborasi 
antara akademisi dan praktisi, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan transparansi dan 
efisiensi sistem akuntansi sektor publik. 

Dengan mengembangkan teori dan praktik akuntansi sektor publik yang lebih komprehensif 
akan membangun dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan standar akuntansi yang lebih 
efektif. Sistem pelaporan yang lebih transparan dan akurat memungkinkan pemangku kepentingan 
untuk mengevaluasi kinerja pemerintah secara lebih objektif, mendukung pengambilan keputusan 
yang lebih baik. Upaya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab akademisi, tetapi juga memerlukan 
partisipasi aktif dari praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem 
akuntansi sektor publik yang akuntabel dan transparan. 
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